WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ~*° TAHUN 2024
TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BANJARMASIN,

:a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Wali

3 I

Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tunjangan
Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan
Keputusan Wali Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Besaran
Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250 ) Sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409 );
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2023 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);



7.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 66);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2022 Nomor 7);



Memperhatikan : 1. Kajian Penilaian Penentuan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin oleh Kantor Jasa
Penilaian Publik Satria Iskandar Setiawan Dan Rekan Tahun
2021.
2. Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Banjarmasin dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota

Banjarmasin.
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
KESATU : Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan rincian sebagai berikut :
a. tunjangan Perumahan untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah adalah sebesar Rp 23.500.000,- (dua puluh tiga lima
ratus ribu rupiah) perbulan;
b. tunjangan Perumahan untuk setiap Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebesar Rp 19.500.000,-
(sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
c. tunjangan Perumahan untuk setiap anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah adalah sebesar Rp 16.900.000,- (enam belas juta
sembilan ratus ribu rupiah) perbulan.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2024.

KETIGA :Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan
Wali Kota Banjarmasin Nomor 116 Tahun 2022 tentang Tunjangan
Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

4

IBNU SINA



